
Menteri Perenmnaan Pembangunan NasionaU

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

KEPTITLISAN MEi{IERI PERENCANAAN PEN,IBANGLINAN NASIONALi
KEPAI,A BADAN PERENCAi.JAAN PEI,IBANC]L]NAN NASIONAL

NOML)RKEP. 17 /|\A.P?N,/HK/02/2022
TENTANG

PENGANGKA'IAN PEJABAT KLIASA PENGGLINA ANGGARAN
I\4A.IELIS WALI AA,IANAT DAN.A PER,WALIAN PERI.IBAHAN IKLIM INDONESIA/

IND(',NCSIA L-LItlL4t'[ |'HAtYGE 7f{:if fl.r\', (lccl'f)
KLMENTERIAN PEREi\*CANAAN PEMBANCUNAN NASIONAL/

BADAN. PERENCANA.\N I},N{BANGUNAN NASIONAL

I\lENTERI PTR[NCANA,,\N IEMBANGTTNAN NASIONAL/
KEFALA BADAN PT,RENCANI\AN FEN1BANGIJNAN NASIONAL.

,\lert irrbang a. bahu'a berdasar kart PeLaturarr Mellteri Perencanaall
Penrban.grrrran Nasronal/ Kepala Badan Pererlcanaan

Penrbangunan Nasional Norttor 3 Tahun 20l3 telltang
Penrbentukan Lerubaga Wali Anranat Dana Perw'ulian

Perubahan Iklinr Indonesra / lndonesia Clinnte ChanSSe fiusl
Fund (lCCTfl sebagainrarra telah diubah dengan Peratumn
l\'lenteri Perencanaan Pernbangunan Nasional/Kepala Badan

Per€ncanaan Pembarrgurran Nasional Nornor I0 Tahun 2014.
Ketua Maielis Wali Anranat (MWA) nrerarrSkap .iabatall
sebagai Kuasa Pen&q,una AnSp;aran (KPA) selaku Kepala

Satuan Kefla (Satker):

b. bahwa Ketrra Majelis \{'ali Anlanat (MWA) adalah Deptrti
Bidang Kenraritiuran dan Sunrber Daya Alanr Kementeriall
Perencanaan Penrbangtrrran Nasional/Badan Perencarlaatl
Perrrbangunan Nasional;

c. bahwa Merlteri Pererrcanaan Perrrbangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaarr Pentbangutrarr Nasional berdasarkan
Sul'at Perintah Pelaksana Tugas Nonttrr
279IM.PPN/ l0/202 I . nrenunjuk Dr. lr. Arifin Rudiyanto.
M.Sc, sebagai Plt. Deputi Bidang Kentaritintan dan Sunrber
Daya Alanr:

d. bahwa berdasalkan pertintbarrp;an sebagaimana dinuksttd
dalam huruf a. huruf b, huruf c, datr huruf d, perlu
nrengangkat t'ejabat Kuasa Peng[iuna An3garan Maielis Wali

.{ntaltat.



,)

Mcn5;ingat

Arilanat Dan Perwalian Perubaharr lktirt
lnclonesia/ Indotrcsia Clinnte Charge n ust Fund (lCCTf\
Keruenterian Perencanaan Pentbangunan Nasional/Badan
Perencanaan Penrbangunan Nasionalq

f. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Keputusan
ini dianggap m.antpu dan nrenretruhi persyaratan sebagai
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Majelis Wali Anlanat
Dana Perwalian Perubahan Iklinr lndonesia/ Indonesia
Clintate Chan5;e n'ust Fund (ICCTF) Kenrentelian
Perencanaan Pembangunan Nasiona[/Badan Perellcanaan
Pembangunan Nasional;

1. Undang-Undang Nonror 6 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nontor
245, Tanrbahan lrntbaran Negara Republik Indonesia Nontor
6735);

2. Peraturan Penrerintah Nontor 45 Tahun 2013 tentan8 Tata
Cara Pelaksanaan AngSaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaintana telah diubah dengarr Peraturan Penlerirltah
Nonror 50 Tahun 201 8;

3. Peratruan Presiden Nonlor 16 Tahun 2018 telltarlg
Pengadaan Barang/Jasa Penrerintah sebagair.uarra telah
diubah dengan Peraturarl Presiden Nonror I 2 Tahun 2021'.

4. Peraturan Presiden Norrror 67 Tahun 2019 tentanS Penataan

Tugas dan Fungsi Kenrenterian Negara Kabinet Indonesia
Maju Periode Tahut 2019-2024;

5. Peraturarl Presiden Norllor 68 Tahun 2019 tentanS
Organisasi Kenlenterialr Negara sebagainrana telah diubah
dengarr Peraturan Presiden Nonror 32 Tahun 2021 I

6. Peraturan Presiden Nomor' 80 Tahun 2021 tentanS
Kenrenteriarr Perencallaarl Perrrbangunan Nasionall

7. Peraturarl Presiden Nonlol 81 Tahrn 2021 tentallS Badan

Pererlcanaan Penrbangunan Nasionall

8. Peratulan Menteri Pererlcarlaan Perrtbangunan

Nasional/Kepala Badan Pelencanaan Pembangunan Nasional
Nontor 3 Tahun 2014 tentang Petnbentukan Lembaga \\'ali
Anrarlat Dana Perrvalian Perubaharr lklim/ Indonesia Clitnate
Change Tt'ust Fund (ICCTF) sebagaiurana telah diubah
dengan Peraturan Mentel'i Perencanaan Pembangutratr

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangutran Nasional
Nornor I 0 Tahun 201 4l

9. Peraturan ...
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Menetapkarr

PERTA"MA

KEDT'A

ME]\,ILTTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENTANC PENGANGKATAN PEJABAT KL,IASA

PENGGUNA ANGGARAN MAJELIS WALI AMANAT DANA
PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA//VDOrVf,.g1,4

CLIMATE CHANGE TRUST FLIND (ICCTF) KEMENTERIAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI/BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

Mengangkat:

Nama : Dr. lr. Sri Yanti JS, MPM

NIP : 19630214 198811 2 0O1

Go[. : lY /d

Jabatan : Dilektur Kelautan dan Perikanan

sebagai Pejabat Kuasa PenSgrula AnSgaran Majelis Wali Anlatlat
Dana Peru,alian Perubahan lklim lndonesia / lndonesia Clinrate

Change Trust Fund (ICCTD Kementeriatr Perencanaatt

Pembangunan Nasional/Badau Perencanaan Pembangurran
Nasiona[.

Sebagai tanda pengesahan, pada Larnpiran Keputusart ini
dicanturrkan tanda tangan dan paraf pejabat yang bersangkutatr,
dengan ketentuah bahwa tanda tangan dan paraf menjadi tidak
sah, apabila tidak sesuai dengatr yatrg tel'canttlnl dalant Lantpiran
Keputusan ini.

KETICA: ...

9. Peratulan Menteri Perencanaarl Pentbangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Perrrbangurran Nasional
Nonlor 5 Tahun 2016 terltang Perencarlaau, Pelaksanaan,
Pelaporan, Penrantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaranl

10. Peraturan r\4enteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nonror 5 Tahun 2017 tentan9 Tala Cara Penunjukan
Pelaksana Tugas di Kenrenterian Perencanaan Pembarrgunan
Nasional/Badan Perencanaarr Pentbangunan Nasional;

1 1. Peraturan Menteri Pererrcanaan Penrban2iunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Perrrban5;urran Nasional
Nonror 14 Tahun 2O2O ter,tang OrSanisasi dan Tata Ker.ja

Kernenterian Pererrcanaan Pembangnnan Nasional/Badan
Perencanaan Fentbangunan Nasional;
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KETIGA

KEEMPAT

Dengan bellakunya Keptrtusan ini, nraka Keputusarl Menteri
Perencanaan Penrbatrgunan Nasiorral/Kepala Badan Pererrcanaan
Penrbangunan Nasional Nomor KEP.95/M.PPN/HK/ 08/ 2017
tentanS Pengan5katan Pejabat Penanda Tangan DIP A/ Pejabat
Kuasa Pengguna Anggaran Majelis Wali Antanat Dana Perwalian
Perubahan Iklim lndonesia/ Indonesia Clinate Change T'ust Fund
(ICCTF) Kenrenterian Perencanaan Pelllballgunan Nasionat/Badarr
Perencauaan Penrbangunarr Nasional, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.t

SL' HA RSLr,\ 1(-r NOA RFA

Tenrbnsarr Keputusarr ini disanrpaikan kepada Yth:

1. SekretarisKementerian PPN/Sekretaris Utanu Bappenasi

2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuanganl
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kenlenterian Keuangan;
4. Inspel$ur Utama, Bappenas;

5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Pejabal Pembuat Komitmen (PPK) Program Dukungan Manajemen I, Kementerian

PPN/Bappenas;
8. \'ang bersangkutan.


